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Abstract : This study aims to determine the influence of PDRB, UMR and TPT on people's welfare
(HDI) in North Sumatra Province for the 2017-2021 period. This research is a type of quantitative
research that is associative in nature with a sample of 135 data from 27 districts/cities in North
Sumatra Province which were collected through documentation from BPS. Data analysis technique
using multiple linear regression analysis. The results of the study show: (1) PDRB partially has a
positive and significant effect on people's welfare; (2) Partial UMR has no significant effect on the
welfare of the community; (3) TPT partially has a positive and significant effect on people's welfare; and
(4) PDRB, UMR and TPT jointly (simultaneously) have a significant effect on people's welfare in North
Sumatra Province during the 2017-2021 period. The magnitude of the influence of the PDRB, UMR and
TPT variables simultaneously on community welfare is 17.6% and the remaining 82.4% is explained by
other variables besides the variables proposed in this study.
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L Pendahuluan

Manusia dalam menghadapi berbagai persoalan masalah hidup yang di
dalamnya mengandung berbagai kemungkinan resiko baik bersifat material maupun
spritual (Angkat & Lubis, 2022). Segala bentuk aktivitas manusia yang bertujuan
untuk memudahkan manusia lainnya merupakan bentuk ibadah kepada Allah (Lubis,
2023). Ajaran Islam meletakkan dasar bahwa kesejahteraan individu dan kesejahteraan
masyarakat berjalan bersama, seiring dan saling melengkapi, bukan saling bersaing dan
bertentangan. Sistem ekonomi Islam berupaya meminimalisir kemungkinan timbulnya
konflik dan mengatur agar terwujudnya saling memberi manfaat (Sudiarti, 2018).
Ekonomi selalu menjadi permasalahan yang sering dihadapi oleh banyak negara
berkembang. Permasalahan ekonomi pun selalu mendapat pandangan yang negatif
terhadap kehidupan sosial masyarakat, salah satu contohnya adalah kemiskinan.
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Pandangan Islam terhadap perekonomian yang bersifat solutif ini perlu didukungan
penuh dari pemerintah (Sirergar & Lubis, 2022).

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan menuju kearah yang lebih
baik bagi masyarakat, adapun keberhasilan dalam pembangunan merupakan tujuan
utama di setiap daerah, hal ini dikarenakan dengan adanya pembangunan diharapkan
mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan
masyarakat (Suharlina, 2020). Pembangunan ekonomi merupakan suatu upaya untuk
meningkatkan pendapatan riil perkapita dalam jangka panjang dan diikuti oleh
perbaikan sistem kelembagaan. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan
kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari
meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan meratanya distribusi pendapatan (Yasa &
Arka, 2015).

Kesejahteraan dalam ekonomi Islam, merupakan kesejahteraan secara
menyeluruh baik kesejahteraan secara material, maupun spiritual. Konsep
kesejahteraan dalam ekonomi syariah juga tidak hanya diukur berdasar pada nilai
ekonomi saja, tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual, dan nilai sosial (Diani &
Lubis, 2022).

Kesejahteraan menurut ekonomi Islam sering kali diistilahkan dengan kata
fallah kata fallah berasal dari bahasa Arab dari kata dflaha-yuflihu yang artinya
kesuksesan, kemulian dan kemenangan, yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.
Fallah adalah kehidupan yang mulia dan kesejahteraan di dunia dan akhirat,
kesejahteraan ini dapat terwujud apabila memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup
manusia secara seimbang (Nasution et al., 2022).

Kesejahteraan adalah kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani
dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup masyarakat
(Jannah & Syahnur, 2016). Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat
bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan merupakan tujuan dari
seluruh keluarga. Kesejahteraan diartikan sebagai kemampuan keluarga untuk
memenuhi semua kebutuhan untuk bisa hidup layak, sehat, dan produktif (Mulia &
Saputra, 2020).

Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan
manusia, UNDP (United Nations Development Programme) telah menerbitkan suatu
indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kesuksesan
pembangunan dan kesejahteraan suatu negara. IPM adalah suatu tolak ukur angka
kesejahteraan manusia di suatu negara (Dalimunthe & Imsar, 2023), yang dilihat
berdasarkan tiga dimensi yaitu angka harapan hidup pada waktu lahir (life expectancy at
birth), angka melek huruf (literacy rate) dan ratarata lama sekolah (mean years of schooling),
dan kemampuan daya beli (purchasing power parity). Indikator angka harapan hidup
mengukur kesehatan, angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah
mengukur pendidikan dan terakhir indikator daya beli mengukur standar hidup (Mulia
& Saputra, 2020).

Nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu
negara. Kesejahteraan masyarakat diharapkan akan terwujud jika pertumbuhan
ekonomi yang terus meningkat. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator
yang sering digunakan untuk melihat perkembangan ekonomi suatu wilyah, sechingga
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setiap negara memperhatikan laju pertumbuhan ekonominya. Masalah ekonomi
sebenarnya muncul akibat adanya perbedaan antara kebutuhan manusia dan
sumberdaya (alat pemenuh kebutuhan) yang ada, yang mana kebutuhan manusia
mempunyai sifat tak terbatas (Inayah, 2020).

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebagian dari perkembangan kesejahteraan
masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) perkapita. Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan
kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu
tertentu. PDRB salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja
perekonomian suatu daerah dalam suatu periode. PDRB merupakan jumlah nilai
tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada suatu daerah tertentu dan dapat
juga dikatakan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh
seluruh unit ekonomi (Imsar et al., 2023).

Besaran pendapatan dalam indikator standar hidup layak tentu akan
mempengaruhi tingkat pengeluaran masyarakat. Semakin besar pendapatan yang
diperoleh maka akan semakin besar pula tingkat pengeluarannya sehingga akan
mempengaruhi tingkat kesejahteraan hidup. Apabila tingkat kesejahteraan meningkat
dikarenakan peningkatan pendapatan, maka capaian IPM juga akan meningkat.
Besaran pendapatan suatu masyarakat dapat digambarkan melalui PDRB per kapita
yang juga dipandang sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kesejahteraan
manusia. Semakin tinggi pendapatan per kapita suatu wilayah, maka akan
mencerminkan adanya peningkatan perekonomian masyarakat (Hidayat & Woyanti,
2021). Hal ini berarti juga semakin tinggi PDRB per kapita semakin sejahtera penduduk
suatu wilayah.

Tingkat pertumbuhan indeks pembangunan pada suatu daerah juga dapat
diukur dengan perkembangan Upah Minimum Regional (UMR), bidang ekonomi,
sosial, politik, budaya dan lingkungan serta perubahan kesejahteraan manusia.
Perkembangan UMR dari waktu ke waktu akan membawa dampak pada peningkatan
pendapatan. Dengan demikian, keadaan tersebut akan dapat berakibat pada
kemampuan para pekerja untuk meningkatkan konsumsi pembelanjaan, dan pada
akhirnya terjadi peningkatan ekonomi secara agregat, schingga dapat dikatakan
bahwa perkembangan UMR akan dapat berefek pada IPM (Kiha et al., 2021).

Kesejahteraan masyarakat diharapkan akan terwujud apabila pertumbuhan
ekonomi yang terus meningkat akan menciptakan lapangan kerja sehingga dapat
menyerap tenaga kerja lebih banyak pada tingkat upah yang layak (Amrullah, 2022).
Sistem pengupahan merupakan kerangka bagaimana upah diatur dan ditetapkan agar
dapat meningkatkan kesejahteraan. Sistem pengupahan yang telah banyak diterapkan
di beberapa negara, pada dasarnya dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, upah minimum
merupakan alat proteksi bagi pekerja untuk mempertahankan agar nilai yang diterima
tidak menurun dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, alat proteksi
bagi perusahaan untuk mempertahankan produktivitas pekerja. Peningkatan upah
minimum akan meningkat kebutuhan hidup yang layak sehingga standar hidup layak
juga mengalami peningkatan (Megantara & Budhi, 2020).
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Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat adalah
tingkat pengangguran. Pengangguran termasuk salah satu indikator sosio ekonomi
dalam menilai keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah (Imsar, 2018).
Menurut Arifin & Soesatyo (2020), menurunnya kesejahteraan juga dipengaruhi oleh
pengangguran. Karena pengangguran merupakan salah satu sumber masalah ekonomi,
ketidakseimbangan jumlah angkatan kerja dengan tersedianya lapangan kerja menjadi
penyebab terjadinya pengangguran, Tingginya angka pengangguran di suatu Negara
dan suatu daerah akan berdampak pada perekonomian Negara atau daerah tersebut.

Dampak buruk dari pengangguran adalah mengurangi penghasilan masyarakat
yang akhirnya mengurangi tingkat kesejahteraan yang sudah dicapai seseorang.
Semakin menurunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan
meningkatkan peluang masyarakat terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki
penghasilan. Jika pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan
sosial selalu terjadi dalam prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang
(Rahmawati & Anwar, 2020).

Berdasarkan data tingkat kesejateraan masyarakat (penduduk) yang diukur dari
IPM Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2017-2021 menunjukkan adanya
peningkatan dari tahun ke tahun dan peningkatakan tersebut sejalan dengan
peningkatan PDRB. Meskipun demikian peningkatan IPM tidak sejalan dengan
UMP/UMK dan TPT Provinsi yang menunjukkan adanya peningkatan dan penurunan
yang fluktuatif selama periode 2017-202L

Hasil penelitian Mulia & Saputra (2020), Devi (2019), menyimpulkan bahwa
PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil
penelitian Shavira et al (2021), menyimpulkan bahwa upah minimum berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara hasil penelitian
Devi (2019), menyimpulkan bahwa UMR tidak berpengaruh signifikan terhadap
kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut hasil penelitian Shavira et al (2021),
menyimpulkan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan hasil penelitian Mulia & Saputra
(2020), menyimpulkan bahwa tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh
signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dan kesenjangan hasil penelitian terdahulu (research
gap) maka peneliti penelitian ini dengan tujuan mengetahui dan menganalisis pengaruh
PDRB, UMR dan TPT baik secara parsial maupun secara bersama-sama terhadap
kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2017-2021.

II. Landasan Teori
Konsep Kesejahteraan
Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera” yang mengandung pengertian dari
bahasa sansekreta “Cantera” yang berarti payung. Dalam konteks ini, kesejahteraan yang
terkandung dalam arti “Catera” (payung) adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang
dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran
sehingga hidupnya aman, tentram, baik lahir maupun batin (Hasimi, 2020).
Kesejahteraan merupakan sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi
kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air
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minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki
pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya
bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya
aman, tentram, baik lahir maupun batin (Saifudin, 2019).

Kesejahteraan diberikan oleh Allah SWT jika manusia melaksanakan apa yang
diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Makna Kesejahteraan dalam
ekonomi syariah bertujuan mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yaitu
kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan moral. Konsep kesejahteraan ekonomi
syariah bukan saja berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga nilai spiritual dan
moral. Konsepsi kesejahteraan dan kebahagiaan (falah) mengacu pada tujuan syariat Islam
dengan terjaganya 5 prinsip dalam maqashid syari’ah, yakni terjanganya agama (ad-ddin),
terjanganya jiwa (an-ndfs), terjanganya akal (al-aql), terjanganya keturunan (an-nasl) dan
terjanganya harta (al-mal) (Suardi, 2021).

Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari berbagai indikator. Menurut Badan
Pusat Statistik indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada
delapan yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat
tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan
pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anda ke jenjang pendidikan,
kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi (Jannah & Syahnur, 2016).

Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan
manusia, UNDP (United Nations Development Programme) telah menerbitkan suatu
indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kesuksesan
pembangunan dan kesejahteraan suatu negara. IPM adalah suatu tolak ukur angka
kesejahteraan suatu daerah atau negara yang dilihat berdasarkan tiga dimensi yaitu
angka harapan hidup pada waktu lahir (life expectancy at birth), angka melek huruf
(literacy rate) dan ratarata lama sekolah (mean years of schooling), dan kemampuan daya
beli (purchasing power parity). Indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan,
indikator angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur
pendidikan dan terakhir indikator daya beli mengukur standar hidup (Mulia &
Saputra, 2020).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kinerja
perekonomian regional (daerah). Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya adalah
kenaikan output agregat (keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan
perekonomian) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik
Bruto (PDB) pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk
menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu (BPS, 2022).

PDRB merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja
perekonomian suatu daerah dalam suatu periode. PDRB merupakan jumlah nilai
tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada suatu daerah tertentu dan dapat
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juga dikatakan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh
seluruh unit ekonomi (Bintang & Woyanti, 2018).

Upah Minimum Regional (UMR)

Upah merupakan imbalan dari hasil kerja yang dilakukan seseorang kepada
perusahaan (Tksan et al., 2020). Menurut teori ekonomi, upah dapat diartikan sebagai
pembayaran yang diberikan kepada tenaga kerja buruh atas jasa-jasa fisik maupun
mental yang disediakan oleh para pengusaha dan jumlah keseluruhan yang ditetapkan
sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh tenaga kerja meliputi masa atau
syarat-syarat tertentu (Gunawan et al., 2022).

Upah minimum regional adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah
pokok dan tunjangan tetap bagi seorang pekerja tingkat paling bawah dan bermasa
kerja kurang dari satu tahun yang berlaku di suatu daerah tertentu. Upah minimum
sektoral adalah upah yang berlaku dalam suatu provinsi berdasarkan kemampuan
sektor. Sistem pengupahan merupakan kerangka bagaimana upah diatur dan
ditetapkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan. Sistem pengupahan yang telah
banyak diterapkan di beberapa negara, pada dasarnya dapat dilihat dari dua sisi.
Pertama, upah minimum merupakan alat proteksi bagi pekerja untuk mempertahankan
agar nilai yang diterima tidak menurun dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Kedua, alat proteksi bagi perusahaan untuk mempertahankan produktivitas pekerja.
Peningkatan upah minimum akan meningkat kebutuhan hidup yang layak sehingga
standar hidup layak juga mengalami peningkatan (Megantara & Budhi, 2020).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Secara umum, pengangguran didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana
seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan
secara aktif sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terdapat dalam setiap negara,
terutama pada pengangguran normal, yang diakibatkan adanya masa transisi dari
seseorang ketika meninggalkan pekerjaan lama dan belum menemukan pekerjaan yang
baru, atau ketika baru lulus dari pendidikan dan sedang mencari pekerjaan.
Pengangguran sendiri merupakan suatu kondisi dari seseorang yang masuk dalam
angkatan kerja dan sedang mencari pekerjaan tetapi belum memperoleh pekerjaan
(Soeharjoto & Oktavia, 2021).

Tingkat pengangguran merupakan presentase angkatan kerja yang tidak atau
belum mendapatkan pekerjaan. Besar kecilnya angka pengangguran sangat tergantung
dari definisi dan pengklasifikasian pengangguran. Dalam sudut pandang makro
ekonomi, pengangguran yang tinggi merupakan suatu masalah. Indikator yang
digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT). Pengangguran terbuka adalah terciptanya pengangguran akibat dari lebih
rendahnya penambahan lapangan kerja dibandingkan pertumbuhan tenaga kerja.
Pengangguran yang tinggi dapat menurunkan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan
dalam masyarakat. Jika tingkat pengangguran rendah pertumbuhan ekonominya
meningkat, begitu juga sebaliknya (Padang & Murtala, 2019).

Pengangguran terbuka adalah persentasi penduduk yang tidak mempunyai
pekerjaan, angkatan kerja sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari
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pekerjaan serta orang tergolong angkatan kerja, ingin mendapatkan pekerjaan tetapi
belum memperoleh pekerjaan (Sukirno, 2018). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
mempunyai arti yaitu pengangguran yang dialami tenaga kerja yang sungguh-sungguh
tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini memang jenis pengangguran yang bisa
dibilang cukup banyak, karena memang belum mendapatkan pekerjaan meskipun
sudah berusaha dengan maksimal untuk mencari pekerjaan yang semua hal itu
disebabkan karena petumbuhan penambahan tenaga kerja lebih tinggi dari pada
pertumbuhan lapangan pekerjaan, dampak dari situasi seperti ini mereka tidak
melakukan suatu pekerjaan (Permadi & Chrystanto, 2021).

II.  Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif yang bersifat asosiatif kausal.
Penelitian dilakukan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. Sampel dalam penelitian ini adalah 27
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dengan periode pengamatan selama 5
tahun (2017-2021) schingga jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 135 data
observasi (5 x 27 = 135).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kuantitatif yang
bersumber dari data sekunder. Data dalam penelitian ini berupa data IPM, PDRB, UMR
dan TPT Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, dengan periode 2017-2021. Data
penelitian dikumpulkan melalui studi dokumentasi untuk mendapatkan data resmi
yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Sumatera Utara.

Data penelitian dianalisis menggunakan software statistik dengan bantuan
program SPSS untuk menghasilkan statistik deskriptif, analisis regresi linier berganda,
uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas), dan
pengujian hipotesis (uji-t, uji-F, dan uji koefisien determinasi).

IV.  Hasil dan Pembahasan
Pengaruh PDRB terhadap Kesejahteraan (IPM) di Provinsi Sumatera Utara

Kesejahteraan masyarakat pada penelitian ini diwakili oleh Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) sebagai salah satu
indikator untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara.
Nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara.
Kesejahteraan masyarakat diharapkan akan terwujud jika pertumbuhan ekonomi yang
terus meningkat. Pertumbuhan ekonomi merupakan sebagian dari perkembangan
kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan salah satu indikator yang
digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian suatu daerah dalam suatu periode.
PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada
suatu daerah tertentu dan dapat juga dikatakan sebagai jumlah dari nilai barang dan
jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel Ln PDRB
merupakan variabel yang berpengaruh paling besar terhadap kesejahteraan masyarakat
(IPM) di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2017-2021 yang ditunjukkan dengan
nilai koefisien regresi sebesar 0,778. Angka sebesar 0,778 mengindikasikan bahwa setiap
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kenaikan nilai Ln PDRB sebesar 1 persen maka kesejahteraan masyarakat yang diwakili
oleh IPM akan mengalami kenaikan sebesar 0,778 persen dengan asumsi bahwa variabel
bebas lainnya dianggap nol atau konstan (tetap).

Lebih lanjut hasil analisis dan pengujian hipotesis secara parsial diperoleh nilai
Thitung > Trabel Yaitu 2,356 > 1,645 dan nilai probabilitas (sig) sebesar 0,020 < 0,05 sehingga
secara statistik hipotesis pertama (H;) diterima dan disimpulkan bahwa Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kesejahteraan masyarakat (IPM) di Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2017-2021.

Hasil penelitian yang telah dilakukan juga sejalan dan mendukung penelitian
terdahulu yang dilakukan oleh Devi (2019), menyimpulkan bahwa PDRB berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nunukan. Hasil
penelitian Mulia & Saputra (2020), menyimpulkan bahwa PDRB berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Padang. Hasil penelitian
Fatimah et al (2020), menyimpulkan bahwa PDRB berpengaruh signifikan terhadap
kesejahteraan masyarkat di Provinsi Jawa Tengah. Lebih lanjut hasil penelitian Amrullah
(2022), menyimpulkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap
tingkat kesejahteraan masyarakat di Pulau Madura.

Pengaruh UMR terhadap Kesejahteraan (IPM) di Provinsi Sumatera Utara

Tingkat pertumbuhan indeks pembangunan pada suatu daerah juga dapat
diukur dengan perkembangan Upah Minimum Regional (UMR). Perkembangan
UMR dari waktu ke waktu akan membawa dampak pada peningkatan pendapatan.
Keadaan tersebut akan dapat berakibat pada kemampuan para pekerja untuk
meningkatkan konsumsi pembelanjaan, dan pada akhirnya terjadi peningkatan
ekonomi secara agregat, schingga dapat dikatakan bahwa perkembangan UMR akan
dapat berefek pada IPM (Kiha et al.,, 2021). Kesejahteraan masyarakat diharapkan
akan terwujud jika pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, yang akan
menciptakan lapangan kerja sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak pada
tingkat upah yang layak (Amrullah, 2022).

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel In UMR
memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,441. Angka sebesar 0,441 mengindikasikan
bahwa secara simultan setiap kenaikan nilai In UMR sebesar 1 persen maka
kesejahteraan masyarakat yang diwakili oleh IPM akan mengalami kenaikan sebesar
0,441 persen dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya dianggap nol atau konstan
(tetap).

Lebih lanjut berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis secara parsial
diperoleh nilai thirung ¢ trabel Yaitu 0,179 < 1,645 dan nilai probabilitas (sig) sebesar 0,859 >
0,05 sehingga secara statistik hipotesis kedua (H,) ditolak dan disimpulkan bahwa
Upah Minimum Regional (UMR) tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan
masyarakat (IPM) di Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2017-2021.

Hasil penelitian yang telah dilakukan juga sejalan dan mendukung penelitian
terdahulu yang dilakukan Devi (2019), yang menyimpulkan bahwa UMR tidak
berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nunukan.
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Pengaruh TPT terhadap Kesejahteraan (IPM) di Provinsi Sumatera Utara

Kesejahteraan masyarakat juga dapat dipengaruhi oleh tingkat pengangguran.
Arifin & Soesatyo (2020), menjelaskan bahwa menurunnya kesejahteraan juga
dipengaruhi oleh pengangguran. Hal ini dikarenakan pengangguran merupakan salah
satu sumber masalah ekonomi, ketidakseimbangan jumlah angkatan kerja dengan
tersedianya lapangan kerja menjadi penyebab terjadinya pengangguran, Tingginya
angka pengangguran di suatu negara dan suatu daerah akan berdampak pada
perekonomian negara atau daerah tersebut.

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel TPT
memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,432. Angka sebesar 0,432 mengindikasikan
bahwa secara simultan setiap kenaikan nilai TPT sebesar 1 persen maka kesejahteraan
masyarakat yang diwakili oleh IPM akan mengalami kenaikan sebesar 0,432 persen
dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya dianggap nol atau konstan (tetap).

Lebih lanjut berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis secara parsial
diperoleh nilai thirung > teabel Yaitu 4,020 > 1,645 dan nilai probabilitas (sig) sebesar 0,000 «
0,05 sehingga secara statistik hipotesis ketiga (H;) diterima dan disimpulkan bahwa
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kesejahteraan masyarakat (IPM) di Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2017-2021.

Periode pengamatan dalam penelitian ini dilakukan selama 5 tahun yaitu tahun
2017-2021. Hasil analisis menunjukkan bahwa TPT Kabupaten/Kota di Provinsi
Sumatera Utara selama 5 tahun (2017-2021) mengalami peningkatan dan penurunan
yang fluktuatif yaitu TPT Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017 mencapai 5,60%
dan menurun menjadi 5,56% tahun 2018 dan sebesar 5,41% tahun 2019. Pada tahun
2020, TPT Provinsi Sumatera Utara kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar
6,91% dan kembali menurun menjadi 6,33% pada tahun 2021.

Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat peningkatan TPT pada tahun 2020
yang mencapai 6,91% atau terjadi peningkatan sebesar 1,5% dibandingkan tahun 2019
(5,41%). Pada tahun 2021 TPT mencapai 6,33% atau terjadi peningkatan sebesar 0,92%
dibandingkan tahun 2019 (5,41%). Peningkatan TPT tahun 2020 mungkin disebabkan
karena adanya pemutusan hak kerja (PHK) yang dilakukan oleh beberapa perusahaan
di Kabupaten/Kota, Provinsi Sumatera Utara akibat pandemi Covid-19 yang melanda
Indonesia pada awal tahun 2020.

Sejak pandemi Covid-19, Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu
provinsi penyumbang pekerja yang terkena PHK dan dirumahkan akibat Covid-19.
Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara mencatat ada 14.000 pekerja yang terkena
PHK yang tersebar di 283 Perusahaan. Perusahaan yang bergerak di bidang Pariwisata
paling terkena dampak Covid-19 seperti perhotelan, biro-biro perjalanan dan usaha
ritel seperti Plaza yang sesuai aturan Pemerintah bahwa Plaza-Plaza harus ditutup
untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Hingga akhir November 2020,
jumlah pengangguran karena dampak Covid-19 sebanyak 107.000 orang atau sekitar
21,60 persen terhadap total pengangguran (508 ribu orang) di Sumatera Utara. Jumlah
ini menyebar hampir di seluruh wilayah Sumatera Utara (Adha, 2021).

Hasil penelitian yang telah dilakukan juga sejalan dan mendukung penelitian
terdahulu yang dilakukan Susilo et al (2020), menyimpulkan bahwa jumlah
pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan
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manusia di Provinsi Papua tahun 2006-2015. Hasil penelitian Fammy (2021),
menyimpulkan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap indeks
pembangunan manusia di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2015-2020. Selanjutnya hasil
penelitian Ainuri & Febrina (2022), menyimpulkan bahwa pengangguran berpengaruh
positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua tahun
2020-2021

Pengaruh PDRB, UMR dan TPT terhadap Kesejahteraan (IPM) di Provinsi
Sumatera Utara

Berdasarkan data hasil penelitian dari 19 kabupaten dan 8 kota di Provinsi
Sumatera Utara yang dijadikan sampel penelitian dengan periode pengamatan 5 tahun
(2017-2021) dengan jumlah data sebanyak 135 data, diperoleh nilai rata-rata (mean)
PDRB sebesar 9,3215 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,92298. Nilai Ln PDRB
terendah sebesar 8,02 yaitu PDRB Kota Gunungsitoli pada tahun 2017 dan nilai ILn
PDRB tertinggi sebesar 11,97 yaitu PDRB Kota Medan pada tahun 2021

Untuk data Ln UMR selama periode pengamatan 2017-2021 (5 tahun) dengan
jumlah data sebanyak 135 data, diperoleh nilai rata-rata Ln UMR sebesar 14,7420
dengan nilai standar deviasi sebesar 0,12154. Hasil analisis menunjukkan nilai Ln UMR
terendah sebesar 14,49 yaitu UMP Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Dairi pada
tahun 2017 serta nilai Ln UMR tertinggi sebesar 15,02 yaitu UMP Kota Medan pada
tahun 2021.

Untuk data TPT selama periode pengamatan 2017-2021 (5 tahun) dengan
jumlah data sebanyak 135 data, diperoleh nilai rata-rata TPT sebesar 5,4470 dengan
nilai standar deviasi sebesar 2,61607. Hasil analisis data menunjukkan nilai TPT
terendah sebesar 0,31 yaitu TPT Kabupaten Hasundutan pada tahun 2017 serta nilai
TPT tertinggi sebesar 12,14 yaitu TPT Kota Pematangsiantar pada tahun 2018.

Untuk data kesejahteraan masyarakat yang diwakili oleh Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) selama periode pengamatan 2017-
2021 (5 tahun) dengan jumlah data sebanyak 135 data, diperoleh nilai rata-rata IPM
atau HDI sebesar 71,8086 dengan nilai standar deviasi sebesar 3,43098. Hasil analisis
data menunjukkan nilai IPM atau HDI terendah sebesar 65,13 yaitu IPM atau HDI
Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2017 serta nilai IPM atau HDI tertinggi
sebesar 81,21 yaitu IPM Kota Medan pada tahun 2021

Hasil pengujian secara simultan diperoleh nilai Fpirung > Fraper yaitu 10,516 > 2,68
dengan nilai probabilitas (sig) 0,000 < 0,05 sehingga secara statistik hipotesis keempat
(H4) diterima dan disimpulkan bahwa PDRB, UMR, dan TPT secara bersama-sama
(simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat
(IPM) di Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2017-2021.

Lebih lanjut hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai adjusted R square
sebesar 0,176 atau sebesar 17,6% atau koefisien determinasi (R*) yang diperoleh
mendekati angka O yang berarti semakin kecil pengaruh semua variabel bebas terhadap
variabel terikat, dengan kata lain besarnya pengaruh ketiga variabel bebas yaitu PDRB,
UMR dan TPT secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel kesejahteraan
masyarkat (IPM) adalah sebesar 17,6% atau sisanya sebesar 82,4% dijelaskan oleh
variabel lain selain variabel yang diajukan dalam penelitian ini.
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Hasil analisis regresi linier berganda diperoleh persamaan regresi linier yaitu:
IPM = 557701 + 0,778 Ln PDRB + 0,441 Ln UMR + 0,432 TPT. Persamaan regresi linier
berganda menunjukkan bahwa secara bersama-sama (simultan), variabel yang
berpengaruh paling besar terhadap kesejahteraan masyarakat (IPM) di Provinsi
Sumatera Utara selama periode 2017-2021 adalah variabel Ln PDRB, diikuti variabel In
UMR dan variabel TPT.

V. Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara selama periode
tahun 2017-2021.

2. Upah Minimum Regional (UMR) tidak berpengaruh signifikan terhadap
kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara selama periode tahun
2017-2021.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara selama periode
tahun 2017-2021.

4. PDRB, UMR dan TPT secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap
kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara selama periode tahun
2017-2021.

Saran

1. Kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat melakukan
kebijakan mengenai PDRB dan TPT di tingkat Kabupaten/Kota. Pemerintah
juga diharapkan lebih memperhatikan masalah pendistribusian hasil
pendapatan rergional agar tidak terjadi masalah ketimpangan pendapatan serta
memperhatikan peran penting ketenagakerjaan dan tingkat pengangguran
terbuka untuk menjaga kestabilan pendapatan masyarakat schingga
memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Bagi akademisi atau peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat
dijadikan acuan dan kajian empirik untuk dapat disempurnakan guna ditelaah
lebih jauh melalui penelitian sejenis di masa mendatang, dan diharapkan dapat
menambah periode pengamatan maupun menambahkan variabel independen
(bebas) lainnya sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif
(menyeluruh) dan dapat digeneralisasikan.
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